
RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHANDEFINISI

Dalam Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini, kata-kata dan istilah-istilah di bawah 
ini memiliki pengertian berikut, kecuali jika diatur lain:

Akta Jual Beli : Akta jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh 
dan antara IFC dan BNI (sebagaimana didefinisikan 
di bawah) sesuai dengan Undang-Undang Perseroan 
Terbatas.

Akta Pengambilalihan : Akta Pengambilalihan yang ditandatangani oleh 
dan antara Bank Mayora dan BNI (sebagaimana 
didefinisikan di bawah) di hadapan Notaris sesuai 
dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Bank Mayora : PT Bank Mayora, suatu perseroan terbatas yang 
didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang 
berkedudukan di Jakarta.

BNI : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, suatu 
perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan 
hukum Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.

IFC : International Finance Corporation, suatu organisasi 
internasional yang didirikan berdasarkan anggaran 
dasar di antara negara-negara anggotanya termasuk 
Republik Indonesia yang memiliki kantor pusat di 
Washington DC, United States of America. 

Izin Pengambilalihan : Izin Pengambilalihan yang diterbitkan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019 (POJK 41/2019).

Menkumham : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 
Indonesia

OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang 
didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Pengambilalihan : Rencana pengambilalihan atas sebanyak-banyaknya 
1.198.229.838 lembar saham Bank Mayora yang 
mewakili setinggi-tingginya sebesar 63,92% total 
saham ditempatkan dan disetor dalam Bank Mayora 
oleh BNI terdiri dari: 
(a) penerbitan sebanyak-banyaknya 1.029.151.550 

lembar saham baru oleh Bank Mayora yang 
sepenuhnya akan diambil bagian oleh BNI;

(b) yang diikuti dengan pembelian sebanyak 
169.078.288 lembar saham yang dimiliki IFC oleh 
BNI; 

yang mengakibatkan perubahan pengendalian dalam 
Bank Mayora. 

POJK 41/2019 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/
POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, 
Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum.

PP 28/1999 : Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Rancangan 
Pengambilalihan

: Rancangan Pengambilalihan sebagaimana 
didefinisikan pada halaman muka Ringkasan 
Rancangan Pengambilalihan ini, yang diusulkan untuk 
memperoleh persetujuan para pemegang saham Bank 
Mayora dan BNI pada suatu Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS).

Saham : Saham Bank Mayora.

Undang-Undang 
Ketenagakerjaan

: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja. 

Undang-Undang 
Perseroan Terbatas

: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja.

I. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG DIAMBIL ALIH

PT Bank Mayora (Pihak Yang Diambil Alih)

Informasi Umum

PT Bank Mayora (“Bank Mayora”) berkedudukan di Jakarta Barat dan memiliki alamat 
terdaftar di Jl. Tomang Raya No. 21 – 23, Jakarta Barat, adalah perseroan terbatas 
yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
di Negara Republik Indonesia. Bank Mayora didirikan dengan nama PT Bank Mayora 
berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 25 Februari 1993, yang 
dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh 
pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2108.HT.01.01.
TH.93 tanggal 10 April 1993 berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu 
ke waktu yang terakhir diubah melalui Akta No. 50 tertanggal 28 Mei 2021, yang dibuat 
di hadapan Yansen Dicky Suseno, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan 
kepada dan diterima oleh Menkumham melalui Surat Menkumham  No. AHU-AH. .01.03-
0340590 tertanggal 31 Mei 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 
AHU-0095816.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 31 Mei 2021 (“Anggaran Dasar Bank 
Mayora”).

Maksud dan tujuan didirikannya Bank Mayora adalah melakukan usaha-usaha 
perbankan umum dalam arti yang seluas-luasnya dengan mengindahkan peraturan-
peraturan yang berlaku. Bank Mayora mulai beroperasi komersial pada tanggal 28 Juli 
1993. Sesuai dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.10/476/DPIP/Prz tanggal 9 
Mei 2008, Bank Mayora memperoleh ijin usaha sebagai pedagang valuta asing. Sesuai 
dengan Surat Keputusan Bank Indonesia No.15/5/KEP.DpG/2013 tanggal 7 Mei 2013, 
Bank Mayora memperoleh peningkatan status menjadi Bank Devisa. Bank Mayora 
tergabung dalam kelompok usaha (Perusahaan) Mayora. PT Mayora Inti Utama adalah 
entitas induk Perusahaan.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar Bank Mayora, maksud dan tujuan Bank Mayora adalah 
untuk menjalankan kegiatan perbankan, antara lain:
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan utang.
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan 

dan atas perintah nasabah (seperti surat-surat wesel yang diakseptasi oleh Bank 
yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaaan dalam perdagangan 
surat-surat dimaksud; surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang 
masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat 
dimaksud; kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah; Sertifikat 
Bank Indonesia (SBI); obligasi; surat dagang berjangka waktu sampai dengan 
1 (satu) tahun, dan instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai 
dengan 1 tahun).

- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada 

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 
dengan atau antar pihak ketiga.

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek.
- Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur 

tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli 
tersebut wajib dicairkan secepatnya.

- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mayora saat ini adalah sebagai 
berikut:

Direksi
Direktur Utama : Ricky Budiono
Direktur Kepatuhan : Tiolina Indira Tumanggor Siahaan
Direktur Kredit : Tjahojo Bengawan
Direktur Bisnis : Julius Lontoh Pranata

Komisaris 
Komisaris Utama : Dharmawan Atmadja
Komisaris Independen : Rufina Tinawati Marianto
Komisaris Independen : Joys Djajanto
Komisaris Independen : Taryadi Supangkat

Struktur Permodalan

Struktur permodalan Bank Mayora saat ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp1.250.000.000.000,-
Modal Dirempatkan dan Disetor : Rp845.391.440.000,-
Nilai Nominal per Saham : Rp1.000,-

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham bank Mayora saat ini adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

1. PT Mayora Inti Utama 676.313.152 676.313.152.000 80,00

2. International Finance 
Corporation

169.078.288 169.078.288.000 20,00

Total 845.391.440 845.391.440.000 100,00

II. KETERANGAN MENGENAI PIHAK YANG MELAKUKAN 
PENGAMBILALIHAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Umum

BNI pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank 
Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 
tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 
1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi 
Bank Umum Milik Negara. BNI berkedudukan di Jakarta Pusat dan memiliki alamat 
terdaftar di Grha BNI, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah 
dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perusahaan perseroan (Persero). 
Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 
31 Juli 1992, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah 
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 
Tambahan No. 1A.

Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar 
BNI telah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian tersebut dinyatakan dalam Akta No. 46 
tanggal 13 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, 
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Mei 
2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menkumham, dengan Surat Keputusan No. 
AHU-AH.01.02-50609 tanggal 12 Agustus 2008 dan telah diumumkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 23 Desember 2008 Tambahan No. 29015. 
Perubahan terakhir Anggaran Dasar BNI yang terakhir sebagaimana termuat dalam Akta  
Nomor 23 tanggal 20 April 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di 
Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menkumham dengan suratnya Nomor AHU-
AH.01.03-0264697 tanggal 26 April 2021. (“Anggaran Dasar BNI”).

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar BNI, ruang lingkup kegiatan BNI adalah 
melakukan usaha di bidang perbankan umum.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BNI, BNI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk 
menjalankan kegiatan usaha perbankan. Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan 
tersebut, BNI dapat menjalankan ruang lingkup kegiatan usaha utama dan penunjang 
sebagai berikut:
- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito 

berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit.
- Menerbitkan surat pengakuan utang.
- Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan 

atas perintah nasabahnya:1) surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi 
oleh BNI selaku bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan 
dalam perdagangan surat-surat dimaksud, 2) surat pengakuan hutang dan kertas 
dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam 
perdagangan surat-surat dimaksud, 3) kertas perbendaharaan Negara dan surat 
jaminan pemerintah, 4) sertifikat Bank Indonesia, 5) obligasi, 6) surat dagang 
berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan 7) instrumen 
surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan).

- Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada 

bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

- Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan 
dengan atau antar pihak ketiga.

- Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
- Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu 

kontrak.
- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk 

surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek. 
- Melakukan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan 

kegiatan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh 
otoritas yang berwenang.

- Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang 

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang 

keuangan.
- Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan 

kredit, termasuk kegiatan kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

- Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

- Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking, dan investment banking 
lainnya.

- Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak 
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

- Melakukan kegiatan usaha pendukung/penunjang dalam rangka optimalisasi 
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung kegiatan usaha utama 
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Direksi dan Dewan Komisaris

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BNI saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi
Direktur Utama : Royke Tumilaar
Wakil Direktur Utama : Adi Sulistyowati
Direktur Keuangan : Novita Widya Anggraini
Direktur Manajemen Risiko : David Pirzada
Direktur Treasury dan International : Henry Panjaitan
Direktur Bisnis Konsumer : Corina Leyla Karnalies
Direktur Bisnis UMKM : Muhammad Iqbal
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi : Y.B. Hariantono
Direktur Human Capital dan Kepatuhan : Bob Tyasika Ananta
Direktur Hubungan Kelembagaan : Sis Apik Wijayanto
Direktur Corporate Banking : Silvano Winston Rumantir
Direktur Layanan dan Jaringan : Ronny Venir

Komisaris
Komisaris Utama/ : Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
Komisaris Independen
Wakil Komisaris Utama/ : Pradjoto
Komisaris Independen
Komisaris Independen : Erwin Rijanto Slamet
Komisaris Independen : Sigit Widyawan
Komisaris : Askolani
Komisaris : Ratih Nurdiati
Komisaris Independen : Asmawi Syam
Komisaris : Susyanto
Komisaris Independen : Iman Sugema
Komisaris Independen : Septian Hario Seto 

Struktur Permodalan

Struktur permodalan BNI saat ini adalah sebagai berikut:
Modal Dasar : Rp15.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp9.054.806.974.125,-
Nilai Nominal per Saham: 
 - Seri A Dwiwarna : Rp7.500,-
 - Seri B : Rp7.500,-
 - Seri C : Rp375,-

Susunan Pemegang Saham

Susunan pemegang saham BNI saat ini adalah sebagai berikut:

Keterangan

Nilai Nominal Rp7.500 per Saham Seri A 
Dwiwarna dan per Saham Seri B, Rp375 per 

Saham seri C

Jumlah Saham 
(Lembar)

Nilai Nominal 
(Rupiah)

Persentase
(%)

Saham Seri A Dwiwarna

Negara Republik Indonesia 1 7.500 0,00

Saham Seri B

Negara Republik Indonesia 217.006.399 1.627. 547.992.500 1,16

Masyarakat 72.335.467 542.516.002.500 0,39
(kepemilikan masing-masing di 
bawah 5% untuk setiap pihak)

Total Saham Seri B 289.341.866 2.170.063.995.000 1,55

Saham Seri C

Negara Republik Indonesia 10.972.187.475 4.114.570.303.125 58,84

Masyarakat 7.387.127.116 2.770.172.668.500 39,61                  
(kepemilikan masing-masing di 
bawah 5% untuk setiap pihak)

III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN DARI PENGAMBILALIHAN

Alasan Oleh Pihak Yang Melakukan Pengambilalihan 

Mulai bermunculannya produk-produk digital di Indonesia yang dikembangkan melalui 
pengembangan organik oleh bank-bank di Indonesia serta hadirnya bank-bank digital 
yang dilakukan melalui strategi anorganik (akuisisi dan/atau diikuti dengan transformasi 
menjadi bank digital) menawarkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam 
melakukan transaksi-transaksi finansial. 

Saat ini BNI tengah melakukan program transformasi yang salah satu inisiasinya adalah 
memperkuat kapabilitas digital guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan 
sehingga akan membawa BNI menjadi penyedia solusi finansial terintegrasi berbasis 
digital dengan keunggulan internasional. Untuk dapat mendukung transaksi digital 
masyarakat dan juga sejalan dengan transformasi BNI, BNI akan membentuk suatu bank 
digital melalui strategi anorganik yaitu pengambilalihan Bank Mayora yang selanjutnya 
akan ditransformasi menjadi bank digital. 

UMKM sebagai pemegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini 
belum terlayani secara maksimal oleh perbankan. Hal ini menjadikan segmen UMKM 
sebagai potensi yang besar dan menarik untuk dikembangkan oleh Bank Mayora 
dengan pendekatan sinergi pemanfaatan ekosistem BNI dan penjual. 

Bank Mayora akan menghadirkan solusi digital berbasis ekosistem khususnya untuk 
membantu UKM dalam mengakomodir kebutuhan layanan perbankan dan bisnis 
UKM. Melalui pelaksanaan rencana pengambilalihan dan sinergi dengan BNI melalui 
optimalisasi jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia, diharapkan layanan digital 
Bank Mayora dapat menjangkau lebih banyak pelanggan. Bank Mayora berpotensi untuk 
tumbuh dan beroperasi secara efisien melalui dukungan kekuatan dan peranan penting 
dari pemegang saham.

Alasan Oleh Pihak Yang Diambil alih

Memperkuat struktur permodalan Bank Mayora seperti yang diamanatkan oleh POJK 
Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, dan mendukung upaya 
peningkatan daya saing Bank Mayora dalam industri perbankan dengan bertransformasi 
menjadi bank digital.

IV. RENCANA PENGAMBILALIHAN

Rencana pengambilalihan yang akan dilakukan oleh BNI adalah sebagai berikut : 
a. mengambil bagian sepenuhnya atas penerbitan sebanyak-banyaknya 1.029.151.550 

lembar Saham baru oleh Bank Mayora;
b. mengambilalih sebanyak 169.078.288 lembar Saham yang dimiliki IFC.

Struktur kepemilikan saham proforma Bank Mayora adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham Jumlah Saham Nilai Nominal (Rp) %

1. PT Mayora Inti Utama 676.313.152 676.313.152.000 36,08

2. PT Bank Negara Indonesia 
(Persero) Tbk

1.198.229.838 1.198.229.838.000 63,92

Total 1.874.542.990 1.874.542.990.000 100,00

V. KESIAPAN PENDANAAN

Rencana pengambilalihan Bank Mayora oleh BNI akan didanai melalui pendanaan 
internal BNI dari dana yang tersimpan sebagai laba ditahan (retained earnings) atau 
kekayaan BNI.

BNI dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pendanaan tersebut tidak: 
a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan 

atau pihak lain di Indonesia;
b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang; atau 

c. berasal dari tindak pidana perbankan atau tindak pidana lainnya.

VI. PENYELESAIAN HAK PEMEGANG SAHAM MINORITAS

Menurut PP 28/1999, apabila pemegang saham minoritas dari Bank Mayora tidak 
mengajukan keberatan atas Pengambilalihan dalam waktu tujuh hari sebelum 
pemanggilan RUPS, seluruh pemegang saham minoritas dianggap menyetujui 
Pengambilalihan. Selanjutnya berdasarkan Pasal 33 ayat (1) POJK 41/2019, 
pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS sehubungan dengan 
Pengambilalihan, hanya dapat menggunakan hak untuk meminta sahamnya dibeli 
dengan harga yang wajar oleh bank (dalam hal ini Bank Mayora). Setiap keberatan 
oleh para pemegang saham minoritas akan diselesaikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Baik BNI maupun Bank Mayora akan berupaya 
untuk menyelesaikan hak pemegang saham minoritas apabila terjadi penolakan atas 
Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh BNI kepada Bank Mayora.

VII. PENYELESAIAN STATUS MANAJEMEN DAN KARYAWAN

Tidak ada perubahan status, hak dan kewajiban Direksi dan Dewan Komisaris 
Bank Mayora sampai dengan transaksi Pengambilalihan selesai dilakukan. Namun 
demikian, sewaktu-waktu setelah penyelesaian transaksi Pengambilalihan, dapat 
terdapat perubahan terhadap komposisi Direksi dan Dewan Komisaris Bank Mayora. 
Setiap perubahan tersebut (apabila ada) akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat dan ketentuan hubungan kerja karyawan Bank Mayora tidak akan dipengaruhi 
oleh Pengambilalihan dan Bank Mayora akan tetap menghormati hak karyawan sesuai 
dengan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh hak 
dan kewajiban karyawan akan diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan. 

VIII. RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Setelah Pengambilalihan, Pasal 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 16 Anggaran Dasar dari 
Bank Mayora akan diubah. Perubahan tersebut merupakan perubahan Anggaran Dasar 
yang harus disetujui oleh para pemegang saham Bank Mayora, dan kemudian disetujui 
dan diberitahukan kepada Menkumham.

IX. LAPORAN KEUANGAN BANK MAYORA DAN BNI YANG 
TELAH DIAUDIT

BANK MAYORA

Ikhtisar laporan keuangan Bank Mayora untuk periode yang berakhir tanggal 31 
Desember 2018, 2019, 2020 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 
30 Juni 2021 berdasarkan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh 
Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, 
Palilingan & Rekan.

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN
(dalam jutaan rupiah)

2018 2019 2020 2021

31 Desember 30 Juni

ASET

Kas 79.301 76.486  76.957  64.734 

Giro pada Bank Indonesia  304.932  389.672  266.638  507.608 

Giro pada Bank Lain  104.051  51.035  48.986  121.305 

Penempatan pada Bank 
 Indonesia & Bank Lain  849.454  1.056.346  1.069.760  1.767.155 

Efek-efek yang Dibeli dengan 
 Janji Dijual Kembali 50.183 314.104 1.289.061 1.281.655 

Efek-efek (Bersih)  515.112  514.158  758.373  813.272 

Kredit Diberikan (Bersih) 3.960.777  4.215.282  4.226.600  3.658.511 

Tagihan Akseptasi  2.870  10.686  21.584  63.251 

Pendapatan Bunga Akrual  23.277  22.366  22.166  19.582 

Biaya Dibayar Dimuka  26.572  22.314  11.283  16.605 

Aset Tetap (Bersih)  35.200  42.992  102.145  94.801 

Aset Lain-lain (Bersih)  122.225  164.418  120.073  145.062 

TOTAL ASET   6.073.954   6.879.859   8.013.626   8.553.541 

LIABILITAS     

Liabilitas Segera  10.902  12.356  36.378  61.114 

Simpanan (Dana Pihak 
 Ketiga)  4.651.169  5.378.746  6.399.223  6.861.189 

Simpanan dari Bank Lain  129.099  173.819  178.111  172.650 

Pinjaman yang diterima  3.715  3.493  3.267  3.064 

Utang Pajak  13.715  6.293  8.712  7.041 

Liabilitas Akseptasi  287  10.686  21.692  63.534 

Beban Bunga Akrual  10.316  13.408  11.429  10.272 

Liabilitas Imbalan Kerja - 
 Jangka Panjang  60.634  74.062  57.242  58.797 

Liabilitas Pajak Tangguhan  190  2.303  5.514  7.217 

Liabilitas Lain-lain  6.887  3.831  67.168  68.789 

TOTAL LIABILITAS   4.889.497   5.678.998   6.788.736   7.313.667 

EKUITAS     

Modal Saham  845.391  845.391  845.391  845.391 

Tambahan Modal Disetor  121.281  121.281  121.281  121.281 

Saldo Laba  217.785  234.189  258.218  273.202 

TOTAL EKUITAS  1.184.457  1.200.861  1.224.890  1.239.874 

TOTAL LIABILITAS & 
EKUITAS  6.073.954  6.879.859  8.013.626  8.553.541 

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

URAIAN
(dalam jutaan rupiah)

2018 2019 2020 2020 2021

31 Desember 30 Juni

Pendapatan Bunga  503.124  525.984  541.992  270.151  249.827 

Beban Bunga  (226.262)  (262.025)  (276.684)  (138.192)  (126.366)

Pendapatan Bunga 
 (Bersih)  276.862  263.959  265.308  131.959  123.461 

Pendapatan Lainnya   21.879   25.412   24.735   12.332   12.253 

Beban Lainnya  (254.636)  (273.723)  (273.942)  (141.598)  (115.535)

Laba Sebelum Pajak 
 Penghasilan   44.105   15.648   16.101   2.693   20.179 

Beban Pajak 
 Penghasilan  (12.153)   (4.983)   (4.434)   (592)   (4.706)

Laba Tahun Berjalan   31.952   10.665   11.667   2.101   15.473 

Laba (Rugi)  
 Komprehensif Lain 
 setelah Pajak   (2.531)   5.739   31.342   4.350   (489)

Total Penghasilan 
 Komprehensif 
 Tahun Berjalan   29.421   16.404   43.009   6.451   14.984 

BNI

Ikhtisar laporan keuangan BNI untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2018, 
2019, 2020 berdasarkan laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global 
Limited) dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma 
anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers/PwC).

Laporan Posisi Keuangan

URAIAN
(dalam jutaan rupiah)

2018 2019 2020 2021

31 Desember 30 Juni

ASET

Kas 14.043.846 15.361.703 17.324.047 11.647.604

Giro pada Bank Indonesia 35.591.243 37.104.091 35.065.701 24.729.090

Giro pada Bank Lain    13.133.828 14.962.793    16.107.788  25.536.042 

Penempatan pada bank lain 
 dan Bank Indoensia 39.324.445 47.776.809    61.329.259  70.274.257 

Efek-efek    32.044.270  27.161.751    29.686.597  20.276.114 

Efek-efek yang dibeli dengan 
 janji dijual kembali  -    411.442  8.666.091 5.999.773

Wesel ekspor dan tagihan 
 lainnya    24.586.862  19.207.603    17.893.534  15.056.431 

Tagihan Akseptasi    20.295.277  18.558.276    20.575.666 19.571.853 

Tagihan derivatif         605.248         312.266      1.460.614         212.706 

Pinjaman yang diberikan 497.886.888 539.862.076  541.978.801 521.345.967 

Obligasi Pemerintah setelah 
 penyesuaian amortisasi 
 diskonto dan premi 86.791.402 81.029.020 90.659.318 102.374.527

Pajak dibayar dimuka 1.624.418  1.049.979 1.049.787 1.054.912

Beban dibayar dimuka 2.337.403 2.609.259 2.807.092 3.040.542

Investasi pada entitas asosiasi - - - 8.297.692

Penyertaan saham 603.923 523.103 813.087 790.219

Aset lain-lain - neto 11.900.084 11.800.935 13.757.811 13.605.136

Aset tetap 34.008.656 35.661.850 38.958.245 37.990.834

Akumulasi penyusutan (7.882.148) (9.137.091) (11.595.845) (12.138.998)

Aset pajak tangguhan - neto 1.676.366 1.349.343 4.799.832 5.473.577

Total Aset 808.572.011 845.605.208 891.337.425 875.138.278

Liabilitas dan Ekuitas     

Liabilitas

Liabilitas segera 4.160.295 5.272.805 5.560.702 4.958.129

Simpanan nasabah  552.172.202  582.540.625  647.571.744  646.573.616 

Simpanan dari bank lain  13.874.495  11.584.276  9.023.031  16.101.461 

Liabilitas derivatif  322.028  203.054 414.280  345.939 

Efek-efek yang dijual dengan 
 janji dibeli Kembali 21.524.329  2.183.403 2.590.268 2.329.454

Liabilitas akseptasi  4.416.613  5.341.440  5.500.360  5.149.592 

Beban yang masih harus 
 dibayar 876.347 997.259 1.181.534 1.012.297

Utang Pajak  481.064  567.811 1.147.777  988.028 

Imbalan kerja 3.512.266 4.392.277 6.344.268 5.637.739

Penyisihan 177.519 185.019 1.421.914 1.093.824

Liabilitas lain-lain 14.608.465 14.900.956 18.280.485 19.439.332

Efek-efek yang diterbitkan 2.987.464 2.985.052 2.985.011 2.985.237

Pinjaman yang diterima 52.024.506 57.235.500 44.114.314 42.135.935

Efek-efek subordinasi  99.953  99.965 99.975 7.345.209

TOTAL LIABILITAS 671.237.546 688.489.442 746.235.663 756.095.792

Dana Syirkah Temporer     

Simpanan nasabah

Giro Mudharabah  1.166.739  4.808.318 2.812.156 -

Tabungan Mudharabah  9.802.867  10.875.899 13.010.275 -

Deposito Mudharabah  15.632.966  16.086.130  16.058.270 -

Simpanan dari bank lain

Giro Mudharabah  24.314  11.384  11.996 -

Tabungan Mudharabah 109.717 151.422 185.479 -

Deposito Mudharabah 224.073 178.665 151.387 -

Sukuk Mudharabah yang 
 diterbitkan - - - -

Total Dana Syirkah Temporer 26.960.676 32.111.818 32.229.563 -

Ekuitas

Modal ditempatkan dan 
 disetor penuh  9.054.807  9.054.807  9.054.807  9.054.807

Tambahan modal disetor 14.568.468 14.568.468 14.568.468 17.010.254

Transaksi dengan kepentingan 
 nonpengendali 2.256.999 2.256.999 2.256.999 2.256.999

Cadangan revaluasi aset 14.978.731 14.946.879 14.962.961 14.513.088

URAIAN
(dalam jutaan rupiah)

2018 2019 2020 2021

31 Desember 30 Juni

Keuntungan (Rugi) yang 
 belum direalisasi atas 
 efek- efek dan Obligasi 
 Pemerintah yang diukur 
 pada nilai wajar melalui 
 penghasilan komprehensif 
 lain setelah pajak (3.913.839) (822.278) 2.424.779 1.483.273

Selisih kurs karena 
 penjabaran laporan 
 keuangan dalam mata uang 
 asing 84.886 47.199 23.254 19.383

Cadangan umum dan wajib  2.778.412  2.778.412  2.778.412 2.778.412

Cadangan khusus - -  -   -

Tidak ditentukan 
 penggunaannya 68.268.420 79.685.093 64.202.289 69.339.804

Total saldo laba 71.046.832 82.463.505 66.980.701 72.118.216

Saham treasuri  -    -    (79.449) (79.449)

Total ekuitas yang dapat 
 diatribusikan kepada 
 pemilik entitas induk 108.076.884 122.515.579 110.192.520 116.376.571

Kepentingan nonpengendali 2.296.905 2.488.369 2.679.679 2.665.915

Total Ekuitas 110.373.789 125.003.948 112.872.199 119.042.486

Total Liabilitas, Dana Syirkah 
 Temporer dan Ekuitas 808.572.011 845.605.208 891.337.425 875.138.278

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

URAIAN
(dalam jutaan rupiah)

2018 2019 2020 2020 2021

31 Desember 30 Juni

Pendapatan Bunga 
 dan Pendapatan 
 Syariah - Neto 35.446.315 36.602.374 37.151.966 17.797.041 19.321.827

Pendapatan Premi 
 dan Hasil Investasi 
 - Neto 1.711.857 1.696.928 1.471.088 647.660 621.506

Pendapatan 
 Operasional 
 Lainnya

Provisi dan komisi 
 lainnya 7.801.854 8.850.923 8.309.050 4.011.615 4.339.315

Laba dari entitas 
 asosiasi - - - - 312.833

Penerimaan kembali 
 aset yang telah 
 dihapusbukukan  1.997.152  2.354.214 1.548.562 615.792 1.053.528

Keuntungan 
 (kerugian) yang 
 belum direalisasi 
 dari perubahan 
 nilai wajar aset 
 keuangan yang 
 diukur pada nilai 
 wajar melalui laba 
 rugi 11.956 150 10.756 (179) 23.708

Keuntungan 
 (kerugian) dari 
 penjualan aset 
 keuangan yang 
 diukur pada 
 nilai wajar 
 melalui 
 penghasilan 
 komprehensif lain 
 dan nilai wajar 
 melalui laba rugi 508.516 971.584 1.423.890 482.137 1.004.557

Laba selisih kurs 
 - neto 493.590 632.762 1.109.425 660,391 708.259

Lain-lain 799.531 902.765 1.010.898 395.169 413.454

Total Pendapatan 
 Operasional 
 Lainnya 11.612.599 13.712.398 13.412.581 6.164.925 7.855.654

PEMBENTUKAN 
 CADANGAN 
 KERUGIAN 
 PENURUNAN 
 NILAI (7.388.411) (8.838.178) (22.590.435) (7.466.864) (9.786.069)

Beban Operasional 
 Lainnya

Gaji dan Tunjungan (9.518.738) (10.186.127) (9.750.781) (4.694.853) (5.388.016)

Umum dan 
 Administrasi (7.667.065) (8.258.709) (9.062.677) (4.044.585) (4.060.390)

Premi penjaminan 
 simpanan (1.290.553) (1.312.056) (1.030.410) (569.700) (677.600)

Beban promosi  (970.733) (1.110.996) (1.188.620) (480.123) (333.252)

Lain-lain (2.335.872) (2.819.011) (3.181.268) (1.448.963) (1.201.108)

Total Beban 
 Operasional 
 Lainnya (21.782.961) (23.686.899) (24.213.756) (11.238.224) (11.660.366)

Laba Operasional 19.599.399 19.486.623 5.231.444 5.904.538 6.352.552

Pendapatan (Beban) 
 Non-Operasional 
 - Netto 221.316 (117.517) (119.291) (62.212) (67.659)

Laba Sebelum 
 Beban Pajak 19.820.715 19.369.106 5.112.153 5.842.326 6.284.893

Beban Pajak (4.728.952) (3.860.523) (1.790.711) (1.384.688) (1.246.318)

Laba Tahun Berjalan 15.091.763 15.508.583 3.321.442 4.457.638 5.038.575

Penghasilan 
 Komprehensif 
 Lain

Pos-Pos yang 
 tidak akan 
 direklasifikasikan 
 ke laba rugi

Keuntungan revaluasi 
 aset tetap 2.815.509 - 126.201 - -

Pengukuran kembali 
 liabilitas imbalan 
 kerja 601.440 (310.171) (2.394.394) (404.868) 198.993

Pajak penghasilan 
 terkait (235.860) 62.034 387.352 89.017 (33.829)

Pos-Pos yang akan 
 direklasifikasikan 
 ke laba rugi

Penyesuaian akibat 
 penjabaran laporan 
 keuangan dalam 
 mata uang asing (8.269) (37.687) (23.945) (8.651) (3.871)

Keuntungan 
 (kerugian) dari 
 perubahan nilai 
 aset keuangan 
 yang diukur 
 pada nilai wajar 
 melalui 
 penghasilan 
 komprehensif lain (5.035.413) 3.951.475 3.312.177 110.530 (1.114.038)

Pajak penghasilan 
 terkait 1.007.082 (790.295) (536.111) (22.107) 189.386

Penghasilan 
 Komprehensif 
 Lain Tahun 
 Berjalan Setalah 
 Pajak (855.511) 2.875.356 871.280 (236.079) (763.359)

Total Laba 
 Komprehensif 
 Tahun Berjalan 14.236.252 18.383.939 4.192.722 4.221.559 4.275.216

Laba Diatribusikan 
 kepada pemilik 
 entitas induk Per 
 Saham Dasar 
 (Rupiah penuh) 805 825 176 239 270

Proforma Laporan Posisi Keuangan BNI yang didasarkan pada Laporan Keuangan per 
30 Juni 2021 dengan beberapa asumsi penyesuaian dan eliminasi yang dilakukan dan 
telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan 
(“PwC”).

Keterangan Sebelum Pengambilalihan
(Rp Juta)

Nilai Nominal
(Rp Juta)

Aset 875.138.278 883.961.430

Kredit 569.734.532 573.483.448

Dana Pihak Ketiga 646.573.616 653.434.805

Ekuitas 119.042.486 120.573.660

Pendapatan Bunga 25.295.959 25.545.786

Beban Bunga (5.974.132) (6.100.498)

Laba Operasional 6.352.552 6.372.731

Laba Sebelum Beban Pajak 6.284.893 6.305.072

Laba Setelah Beban Pajak 5.038.575 5.054.048

Pemilik Entitas Induk 5.026.603 5.036.494

X. JADWAL PERKIRAAN PENGAMBILALIHAN

No. Aktivitas Perkiraan 
Penyelesaian

1. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan melalui 
2 surat kabar harian yang berperedaran nasional

22 Januari 2022

2. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan melalui 
situs web

22 Januari 2022

3. Pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan kepada 
karyawan

22 Januari 2022

4. Pengumuman RUPS BNI 4 Februari 2022

5. Hari terakhir bagi Kreditor untuk mengajukan keberatan atas 
pengambilalihan

5 Februari 2022

6. Pemanggilan RUPS BNI 21 Februari 2022

7. RUPS BNI untuk Persetujuan Pengambilalihan 15 Maret 2022

8. RUPS Bank Mayora secara sirkuler untuk Persetujuan 
Pengambilalihan

15 Maret 2022

9. Pengajuan permohonan izin pengambilalihan kepada OJK 18 Maret 2022

10. Pengajuan permohonan kepada OJK atas uji kemampuan dan 
kepatutan BNI sebagai calon pemegang saham pengendali 
Bank Mayora

18 Maret 2022

11. Perkiraan antisipasi waktu penerimaan persetujuan OJK atas 
pengambilalihan, penyertaan modal dan rencana pembentukan 
Kelompok Usaha Bank (KUB)

April 2022

12. Perkiraan antisipasi waktu penerimaan persetujuan OJK atas 
kemampuan dan kepatutan BNI

April 2022

13. Penandatanganan Akta Pengambilalihan Bank Mayora dan 
Akta Jual Beli

April 2022

14. Tanggal efektif pengambilalihan Mei 2022

 

XI. KETERANGAN TAMBAHAN

Bagi pemegang saham dan/atau pihak ketiga yang memerlukan informasi tambahan 
terkait dengan Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, harap hubungi:

BNI

Kantor Pusat:
Grha BNI

Jl. Jenderal Sudirman Kav 1
Jakarta Pusat

Telp.: +6221 2511946
Email: bni@bni.co.id

BANK MAYORA

Kantor Pusat:
Gedung Mayora

Jl. Tomang Raya Kav 21-23
Jakarta Barat

Telp.: +6221 5655288
Email: corporate.secretary@bankmayora.co.id

Kantor Pusat
Grha BNI

Jl. Jenderal Sudirman Kav 1
Jakarta Pusat

Telp.: +6221 2511946
Email: bni@bni.co.id

Kantor Pusat:
Gedung Mayora

Jl. Tomang Raya Kav 21-23
Jakarta Barat

Telp.: +6221 5655288
Email: corporate.secretary@bankmayora.co.id 

RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN INI (“RINGKASAN RANCANGAN PENGAMBILALIHAN”) TELAH DISUSUN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH PT 
BANK MAYORA (“BANK MAYORA”) DAN PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK (“BNI”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENGAMBILALIHAN OLEH BNI 
ATAS BANK MAYORA MELALUI PENERBITAN SEBANYAK-BANYAKNYA 1.029.151.550 SAHAM BARU YANG MEWAKILI 54,90% DARI SELURUH SAHAM YANG TELAH 
DITEMPATKAN DAN DISETOR DALAM BANK MAYORA, SERTA PENGAMBILALIHAN 169.078.288 SAHAM YANG TELAH ADA, YANG AKAN MENGAKIBATKAN BNI 
MEMEGANG 1.198.229.838 SAHAM YANG MEWAKILI 63,92% DARI TOTAL SAHAM YANG DITEMPATKAN DAN DISETOR DALAM BANK MAYORA.

Ringkasan Rancangan Pengambilalihan ini dipersiapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 
Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, 
Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum, serta memperhatikan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 Tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta 
Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Pernyataan keberatan terhadap Pengambilalihan oleh kreditur Bank Mayora (“Kreditor”) dapat disampaikan secara tertulis paling lambat tanggal 5 Februari 2022. 

Rancangan Pengambilalihan ditandatangani pada 12 Januari 2022 oleh Direksi masing-masing BNI dan Bank Mayora dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris 
masing-masing BNI dan Bank Mayora pada tanggal 13 Januari 2022 (“Rancangan Pengambilalihan”). Rancangan Pengambilalihan belum memperoleh persetujuan RUPS BNI 

dan Bank Mayora.
 Ringkasan Rancangan Pengambilalihan dipublikasikan pada tanggal 22 Januari 2022.


